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Abstract
The politicization of the bureaucracy cannot be separated from its mutualism character.
Regional heads need electoral nutrition from ASN to win their political machine, while ASN
needs political networks and closeness to power to build a career in the bureaucracy. This
phenomenon will only destroy impartiality, thicken discrimination and KKN-ism in public
services, shackle politics in a political remuneration cage and, no less important, reduce the
value of democracy. This study method uses a qualitative method, where data is obtained
using a literature review. The literature exploration in this study uses data and information
sources related to the neutrality of ASN in the context of local elections in various regions and
its implications for bureaucracy and democracy. Then the data is classified and analyzed.
The results of the study concluded that the principle of ASN neutrality must be a fixed price,
especially in the 2020 Regional Election. The ASN Commission as a partner of Bawaslu and the
institution was given the authority to supervise ASN neutrality must be proactive, objectively
following up on findings of violations in the field. Therefore, there is no reason for the Civil
Service Officer (PPK) (regent/mayor/governor) not to impose strict sanctions on a number of
ASN Commission recommendations regarding violations of ASN neutrality. The firmness of PPK
in imposing sanctions will greatly help minimize “naughty” ASN.
Keywords: bureaupathology; neutrality; regional head elections; state civil apparatus
Abstrak
Politisasi birokrasi tidak lepas dari karakter mutualismenya. Kepala daerah membutuhkan gizi
elektoral dari ASN untuk memenangkan mesin politiknya, sedangkan ASN membutuhkan
jejaring politik dan kedekatan dengan kekuasaan untuk membangun karirnya di birokrasi.
Fenomena tersebut hanya akan merusak imparsialitas, mengentalkan diskriminasi dan KKN-
isme dalam pelayanan publik, membelenggu politik dalam kerangkeng politik balas jasa
serta yang tidak kalah penting adalah mereduksi nilai demokrasi. Metode kajian ini
menggunakan metode kualitatif, di mana data diperoleh dengan menggunakan kajian
literatur. Eksplorasi literatur dalam kajian ini menggunakan sumber-sumber data dan informasi
terkait netralitas ASN dalam konteks penyelenggaraan pilkada di berbagai daerah dan
implikasinya dalam birokrasi dan demokrasi. Kemudian data-data tersebut diklasifikasi dan
dianalisis. Hasil kajian memperoleh kesimpulan bahwa Azas netralitas ASN harus menjadi
harga mati terutama dalam Pilkada Serentak 2020. KASN sebagai mitra Bawaslu dan
lembaga yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan netralitas ASN, harus proaktif,
obyektif menindaklanjuti temuan pelanggaran di lapangan. Karenanya tidak ada alasan
bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) (bupati/walikota/gubernur) untuk tidak
memberikan sanksi tegas atas sejumlah rekomendasi KASN terkait pelanggaran netralitas
ASN. Ketegasan PPK memberi sanksi akan sangat membantu meminimalisir ASN yang
“nakal”.
Kata Kunci: Paparatur sipil negara; biropatologi; netralitas; pemilihan kepala daerah
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PENDAHULUAN
270 daerah (9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, 37 pemilihan walikota) akan
melangsungkan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Demi memperkuat kultur
berdemokrasi, pelaksanaan pilkada serentak 2020 tentu harus lebih baik dari pelaksanaan
pilkada-pilkada sebelumnya. Itu sebabnya perlu evaluasi substantif untuk mengidentifikasi
dan mereduksi faktor-faktor yang memfalsifikasi proses kontestasi demokrasi pilkada
sebelumnya maupun Pemilu 2019 kemarin.
Panggung politik pilkada selama 15 tahun terakhir telah memperkuat kedaulatan
politik rakyat. Jika selama ini rakyat hanya menjadi spektator kekuasaan dalam pilkada tidak
langsung, bahkan dijadikan tumbal politik dari permainan gimick demokrasi, pada pilkada
langsung, rakyat seakan menjadi ‘tuan politik’ untuk memilih pemimpin yang
merepresentasikan kehendak dan kepentingan rakyat. Menyitir teorinya Ortega Y Gasset
sebagaimana dikutip Sherman (dalam The Social Bases of Politics, 1987:146) tentang teori
massa bahwa kebesaran suatu bangsa tergantung pada rakyatnya. Dalam konteks pilkada,
keberhasilan pesta demokrasi lokal sangat tergantung oleh seberapa spartan rakyat di
dalam menerjemahkan perilaku demokrasi. Rakyat punya posisi tawar yang kuat bukan saja
untuk mengeliminasi pemimpin yang in-kompeten tetapi juga untuk membangun kultur
politik elektoral yang berbobot, akuntabel serta demokratis.
METODOLOGI
Kajian ini menggunakan metode kualitatif, di mana data diperoleh dengan menggunakan
kajian literatur. Eksplorasi literatur dalam kajian ini menggunakan sumber-sumber data dan
informasi terkait netralitas ASN dalam konteks penyelenggaraan pilkada di berbagai daerah




Di tengah membuncahnya idealisme itu, Pilkada Serentak 2020 nampaknya masih diwarnai
sejumlah antitesis yang berpotensi memengaruhi kualitas dan legitimasi pilkada. Sebut saja
soal kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membangun sikap netralitasnya selama
proses pilkada berlangsung. Netralitas ASN dalam politik pilkada menjadi sesuatu yang
penting karena menyangkut sejauhmana kehadiran institusi negara sebagai pelayan publik
mampu memerankan imparsialitasnya di hadapan rakyat sehingga berdampak pada
pemberian layanan publik yang berkualitas kepada rakyat melalui profesionalisme
manajemen sumber daya birokrasi.
472
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN BIROPATOLOGI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print
Volume 3 Number 4 (November-January), (2020) pp.470-479 Umbu TW Pariangu
DOI: 10.35817/jpu.v3i4.15375
| J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 3 . N o 4 . 2 0 2 0 | Copyright©2020
Konsep netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap
netral, tidak memihak, atau bebas. Sofian Effendi (2018) mendefinisikan netralitas dengan
mengacu pada konsep impartiality yakni: bersikap adil, obyektif, tidak berpihak pada
siapapun, baik dalam konteks politik, birokrasi maupun pelayanan publik. Impartiality
menurut Rothstein dan Teorell (2008) merupakan penerapan undang-undang tanpa
mempertimbangkan hubungan khusus, referensi pribadi, dan hal-hal lain di luar hukum.
Sedangkan Mokhsen (2018) memaknai netralitas ASN koheren dengan impartiality: bebas
kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, obyektif, tidak memihak.
Menurut Hazell, Worthy dan Glover (2010;14), netralitas dibagi dalam empat aspek, yakni 1)
netralitas dalam politik, 2) netralitas dalam pelayanan publik, 3) netralitas dalam manajemen
ASN dan 4) netralitas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Sedangkan Laode Muh.
Amin (KASN, 2018: 6) menggarisbawahi dua indikator pokok dari netralitas politik: 1) tidak
terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kamapanye atau
menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai/ASN; 2) tidak
memihak atau tidak membantu dalam membuat keputusan/tindakan yang
menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah
pada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah/wakil kepala
daerah pada masa kampanaye meliuputi: pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau
pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga dan
masyarakat, serta tidak membantu di dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait
dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu pasangan kepala daerah/wakil
kepala daerah di masa kampanye.
Pelanggaran netralitas ASN
Netralitas birokrasi menjadi penting artinya dalam konteks untuk menjaga ritme kerja birokrasi
tidak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik patronase (Ward, 2018:2), yang bisa
memunculkan friksi, konflik hingga diabaikannya prinsip merit system. Rasionalitas
pengambilan keputusan dalam birokrasi yang mestinya diugemi sebagai basis untuk
menjawab solusi publik dan menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, tereduksi oleh
pertimbangan pragmatis birokrasi yang lebih mendahulukan kepentingan kekuasaan
maupun ekonomi kelompok, sehingga fungsi birokrasi sebagai agen terdepan pelayanan
publik menjadi terganggu (Faedluloh, 2019: 316-317).
Persoalan netralitas politik ASN selalu jadi persoalan krusial di setiap momentum pilkada.
Pada tahun 2019 saat berlangsung pemilihan presiden misalnya, tingkat pengaduan
pelanggaran netralitas pegawai ASN yang telah dilaporkan kepada Komite Aparatur Sipil
Negara (KASN) pada tahun 2019 sebagaimana nampak pada Grafik berikut:
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Sumber: Komisi ASN 2019
Selain itu menurut data Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2014-2018 terdapat 3795
laporan yang terkait dengan pelanggaran netralitas aspek pelayanan publik. Pelanggaran
tersebut meliputi kasus: penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, tidak
memberikan pelayanan, penundaan berlarut, dan diskriminasi dalam memberikan
pelayanan (KASN, 2019). Tak hanya itu, problem netralitas juga berdampak pada
pengambilan keputusan yang memengaruhi kualitas pelayan publik. Pada tahun 2019,
sebanyak 247 pengaduan pelanggaran netralitas dalam aspek pengambilan keputusan
yang masuk ke KASN, mulai dari proses promosi, pengangkatan jabatan pimpinan tinggi
tanpa seleksi, hingga proses seleksi terbuka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data di
bawah ini:
Sumber: KASN 2019
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai
pelaksana kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik dan perekat dan pemersatu
bangsa. Dengan demikian ASN mestinya memiliki kapabilitas dan integritas untuk
menjalankan birokrasi dan pelayanan publik melampaui kepentingan yang bersifat unilateral
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dan subyektif (individu, golongan) (Nugroho, dkk, 2019). Tidak seperti yang sering terjadi
selama ini dalam berbagai even pilkada, di mana ASN yang harusnya imparsial dalam
pilihan politiknya, malah ikut-ikutan membenamkan diri ke dalam kancah politik praktis.
Suatu cerminan situasi miris di mana ASN kemudian terkerangkeng dalam pola kerja yang
mekanistik dan transaksional.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, terdapat 427 kasus ketidaknetralan ASN
menjelang Pilkada Serentak 2020. Kebanyakan ketidaknetralan tersebut berupa dukungan
kepada bakal calon kepala daerah tertentu. Hal yang juga cukup menghantui proses
pelembagaan spirit dan nilai kontestasi berdemokrasi di pilkada. Ironisnya berdasarkan data
Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN), KASN telah menerima 830 laporan terkait ASN yang
diduga melakukan pelanggaran netralitas. 619 (74,6%) dari jumlah total laporan tersebut
telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi sanksi oleh KASN. Sebanyak 416 (dari 619) atau
67,2% sudah ditindaklanjuti PPK dengan penjatuhan sanksi. Pelanggaran netralitas justru
disumbang dari jabatan pimpinan tinggi (33 persen), lalu jabatan fungsional (17 persen),
jabatan administrator 13 persen, jabatan pelaksana (12 persen), termasuk lurah dan camat
(7 persen). Sedangkan 10 instansi daerah yang melakukan pelanggaran terbanyak yakni:
Kabupaten Purbalingga, Wakatobi, Bima, Halmahera Selatan, Kediri, Musi Rawas Utara,
Sumbawa, Halmahera Timur, Minahasa Selatan serta Tomohon.
Jenis pelanggaran netralitas ASN di Pilkada yang telah direkomendasikan ke KASN
didominasi pelanggaran ASN yang memberikan dukungan di medsos atau media massa
(130 kasus), melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik (88
kasus), menyosialisasikan bakal calon melalui alat peraga kampanye (36 kasus), mendukung
bakal calon (29 kasus), menghadiri kegiatan yang menguntungkan bakal calon (28 kasus),
mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah (25 kasus), mempromosikan diri
atau orang lain (15 kasus), mendaftar bakal calon perseorangan (7 kasus), mendampingi
bakal calon melakukan pendaftaran dan uji kelayakan (4 kasus), 2 ASN mengajak atau
mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon dan seorang ASN menggunakan atribut
pada saat melakukan fit and proper test.
Mutualisme politik birokrasi
ASN merupakan komoditas politik yang seksi bagi mesin politik calon kepala daerah. Dengan
jumlah seluruh ASN di Indonesia mencapai 4,28 juta sesuai data Badan Kepegawaian
Nasional (BKN) tahun 2019, di mana kurang lebih 3,31 juta merupakan ASN di instansi daerah,
angka tersebut cukup menggiurkan bagi agenda perburuan elektoral seperti pilkada,
apalagi jika atmosfir pilkada di sebuah daerah tidak begitu kompetitif, sehingga mobilisasi
ASN menjadi strategi kunci untuk merebut kemenangan politik.
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Politisasi birokrasi tidak lepas dari karakter mutualismenya. Kepala daerah membutuhkan gizi
elektoral dari ASN untuk memenangkan mesin politiknya, sedangkan ASN membutuhkan
jejaring politik dan kedekatan dengan kekuasaan untuk membangun karirnya di birokrasi.
Spirit feodal birokrasilah yang selama ini mengonstruksi status sosial ASN sebagai sosok yang
dianggap “ningrat” alias terpandang di masyarakat. Dalam perspektif sosiologis misalnya,
ASN merupakan profesi yang menjanjikan dan terhormat.
Itulah yang membuat birokrasi rawan sekali menjadi medan pergulatan kepentingan. Ia
seakan memiliki “power” dalam menjalankan peran dan fungsinya selama ini. Birokrasi
feodal adalah korps pegawai negeri (grands corps de l’Etat) atau birokrasi yang kuasanya
tumbuh secara gigantis yang memiliki kecenderungan negatif yakni senantiasa
mereproduksi pengaruhnya lewat pelbagai penyakit (biropatologi)-nya seperti: kaku,
berbelit-belit, tertutup, in-efisien, officialdom (budaya kerajaan), sulit untuk melakukan koreksi
diri (self instrospection) terhadap kritik dan perubahan, termasuk keberpikannya pada politik
praktis. Itu sebabnya ada yang menyebut birokrat laksana kurcaci karena memiliki perangai
yang keras kepala, penggerutu, serakah seperti dalam mitologi nordik atau kisah The Lord of
the Rings.
Fenomena tersebutlah yang gencar menyerang tubuh birokrasi selama ini sehingga birokrasi
selalu saja mengalami kesulitan untuk mengimbangi perubahan eksternal yang bergulir
cepat khususnya dalam pemenuhan tuntutan reformasi birokrasi dalam hal pentingnya
keterbukaan dan urgennya akuntabilitas publik untuk mewujudkan budaya reduksionisme
dan profesionalisme di dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal
tersebut seakan menjustifikasi apa yang dikatakan Wallis (1989) (dalam Sumaryadi, 2016),
bahwa upaya mereformasi birokrasi sejatinya masih dihantui dua kutukan birokrasi, yakni: 1)
ada prevalensi birokratik dalam birokrasi terutama di negara berkembang, di mana
departemen, badan-badan, lembaga-lembaga baru terus bermuculan, 2) unsur-unsur non-
birokrasi sangat berpengaruh terhadap birokrasi. Misalnya hubungan keluarga, hubungan
primordial lain seperti suku, agama, ras dan keterkaitan politik (political connection) yang
memengaruhi birokrasi, yang tentu saja sangat bertentangan dengan azas birokrasi yang
baik seperti apa yang dikonstatasikan oleh Max Weber.
Namun lebih darinya, hal tersebut juga menjelaskan kepada kita adanya intervensi
kekuasaan politik (parpol) di luar birokrasi yang bertujuan memengaruhi pengambilan
keputusan di internal birokrasi demi akumulasi modal, karir dan kekuasaan. Inilah yang
menjadikan birokrasi tak ubahnya buiness roundtable (meja dalam legenda raja Arthur untuk
melakukan lobi-lobi politik) yang sarat kalkulasi ekonomis, parsial dan pragmatis.
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Biropatologi
Badizadegan (2003:1) menyebut patologi sebagai istilah umum yang digunakan dalam ilmu
kedokteran sebagai ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Kemudian patologi (sistem
gangguan dalam tubuh) itu diadposi ke dalam ilmu administrasi untuk memberikan
determinasi terkait adanya penyakit atau gangguan sistem dalam tubuh ilmu administrasi,
yang kemudian berpotensi menghambat efektifitas kerja birokrasi sebagai mesin
pembangunan. Maheswari (2002:78) dan Rainey (2009:56), Victor A Thompson
mendefinisikan patologi birokrasi sebagai (bureaupathology/bureaucratic pathology)
sebagai perilaku administrasi dari sebagian orang/kelompok yang merasa posisinya tidak
aman kemudian mencari timbal balik dengan menggunakan kewenangannya untuk
mendominasi atau mengontrol yang lainnya. Patologi birokrasi dapat ditandai dengan
keprihatinan yang berlebihan terkait dengan proteksi kepentingannya dan timbulnya
hubungan yang tidak harmonis dengan klien dan anggota organisasi lainnya. Hal tersebut
membuat birokrasi menjadi introvert, antikritik dan mengabaikan esensi pelayanan publik.
Inilah yang membuat birokrasi gagal menerjemahkan nilai kepublikannya (Rahayu & Juwono,
2019:146-147).
Birokrasi tentu akan semakin sulit tumbuh dan berakar dalam fungsi-fungsi idealnya jika
posisinya selalu rentan dikontaminasi oleh kepentingan politik praktis. Padahal kita tahu, tidak
sedikit cara kerja politik yang memancarkan karakter dasar destruktif dan okupatif. Ia bisa
memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber daya di sekitarnya termasuk ladang birokrasi
untuk memenuhi hasratnya dan sebagai bagian dari cara laten untuk “bertahan hidup”.
Menurut Thurid Hustedt dan Heidi Houlberg terdapat 3 tipologi tentang politisasi di dalam
birokrasi. Pertama, politisasi formal yakni sebuah karakter politisasi di mana pola rekrutmen
terhadap birokrat lebih berbasis pada regulasi bersumber dari regulasi yang sarat
kepentingan politik (Hustedt & Houlberg, 2014: 749). Pola tersebut bisa dilihat pada birokrasi
di pemerintahan Jerman modern yang masih kental dengan nuansa politis. Biasanya
pergantian pemerintahan dibarengi dengan pemecatan para birokrat yang dianggap tidak
sejalan dengan para menteri atau pemimpin baru. Meskipun alasan tersebut sejatinya hanya
kamuflase.
Kedua, politisasi fungsional yang lebih menjurus pada pemberian rekomendasi yang
subyektif dan politis dari seorang birokrat kepada politisi terkait keahlian tertentu sehingga
kualifikasi, kompetensi, merit sistem dikesampingkan. Ketiga, politisasi administratif di mana
pola ini terjadi manakala rekomendasi yang diberikan birokrat berada di tahap ministerial
adviser sebagai sebuah jabatan politik. Di sinilah kemudian rekomendasi kebijakan dipolitisasi
sebelum diterima pembuat kebijakan. Hal ini sengaja dijalankan untuk menyesuaikan
dengan agenda politik penguasa (Hustedt & Houlberg, 2014:750-757). Padahal dalam
praktek keseharian manakala birokrat masuk di dalam proses pembuatan kebijakan di ranah
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eksekutif, birokrat sedapat mungkin steril dari kepentingan politik, sehingga birokrasi tidak
mengalami kooptasi oleh agenda politik yang berorientasi pada pemenuhan subyektifitas
kepentingan individu/kelompok (Cheung, 2014)
Politisasi birokrasi di musim pilkada ini harus dieliminasi semaksimal mungkin. ASN harus
menjaga muruahnya sebagai pelayan semua warga negara yang tunduk pada ketetapan
konstitusi. Sikap partisan ASN hanya akan merusak imparsialitas, mengentalkan diskriminasi
dan KKN-isme dalam pelayanan publik, membelenggu politik dalam kerangkeng politik
balas jasa serta yang tidak kalah penting adalah mereduksi nilai demokrasi (Suzuki et al,
2017:5). Institusionalisasi nilai demokrasi yang diharapkan dari momentum politik pilkada tidak
akan terbangun dengan efektif karena demokrasi cenderung dipraktekkan dengan nalar
partikular yang tidak kongruen atau melenceng dari semangat demokrasi itu sendiri.
Ketegasan Pejabat Penilai Kepegawaian (PPK) (bupati/walikota/gubernur) untuk
memberikan sanksi tegas atas sejumlah rekomendasi KASN terkait pelanggaran netralitas
ASN menjadi sebuah keniscayaan untuk memagari iklim birokrasi dari pragmatisme politik
pilkada. Surat Keputusan Bersama 5 Kementerian/Lembaga (Kementerian PAN/RB,
Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil Negara/KASN dan Badan
Kepegawaian Negara/BKN) untuk memberikan sanksi dari dua arah terhadap
ketidaknetralan ASN sejatinya salah satu alat imperatif untuk mendorong birokrasi bersikap
disiplin dan taat terhadap undang-undang. Karena di dalamnya berisi punishment jika PPK
tak kunjung memberikan sanksi, berdasarkan SKB tersebut, ASN secara otomatis akan diblokir
data kepegawaiannya sehingga mereka akan mengalami kesulitan dalam mengusulkan
kenaikan pangkat, mendapatkan kenaikan gaji berkala termasuk melakukan mutasi.
Hubungan antara politik dan birokrasi harus direvitalisasi secara proporsional agar tidak
terjadi kooptasi dan sub-ordinasi. Menurut Carino (1994) dengan konsep bureaucratic
subblation-nya, birokrasi harus mampu menaikkan posisi tawarnya di hadapan politik.
Pemerintah pusat berperan besar menciptakan desain regulasi yang memungkinkan potensi
dan kreativitas ASN untuk menunjang profesionalisme bisa diaktualisasikan dan
dikembangkan secara baik dan berkualitas.
KESIMPULAN
Azas netralitas ASN harus menjadi harga mati terutama dalam Pilkada Serentak 2020. KASN
sebagai mitra Bawaslu dan lembaga yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan
netralitas ASN, harus proaktif, obyektif menindaklanjuti temuan pelanggaran di lapangan.
Karenanya tidak ada alasan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
(bupati/walikota/gubernur) untuk tidak memberikan sanksi tegas atas sejumlah rekomendasi
KASN terkait pelanggaran netralitas ASN. Ketegasan PPK memberi sanksi akan sangat
membantu meminimalisir ASN yang “nakal”. Untuk membuktikan seberapa dewasa dan
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demokratisnya masyarakat di dalam pelaksanaan pilkada, maka masyarakat harus aktif
melakukan pengawasan terhadap ASN yang terlibat politik praktis. Apalagi pemerintah
sudah menyiapkan portal aduan layanan: https://aduanasn.id/, yang bisa dimanfaatkan
oleh masyarakat untuk melaporkan oknum ASN yang tidak netral. Selain itu, peran aktif
Koalisi Reformasi Birokrasi yang terdiri dari beberapa LSM yakni Fitra, Pattiro, dan KPPOD untuk
mengawasi netralitas ASN dalam pilkada sangat diharapkan, minimal
terus memberikan tekanan moral bagi kepentingan mewujudkan pilkada yang adil,
akuntabel, bersih dari sikap partisan ASN. Yang jelas, perlu ada langkah strategis dan konkret
yang terus-menerus dan terukur dari pemerintah untuk memurnikan hubungan birokrasi dari
politik, membersihkan habitat hidup birokrasi dari moral hazard patologi manipulasi, in-
transparansi, termasuk dagang jabatan, sebagaimana amanah reformasi birokrasi.
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